
  
 

   

 

 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

RESUME 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  32/PUU-XVI/2018 

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, 

PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM 
 

9 MEI 2018 
 

A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018, Pukul 11.30 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah selesai menggelar Sidang Pengucapan Putusan 

Pengujian pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, 

dan Petambak Garam (selanjutnya disebut UU 7/2016) dalam Perkara 

Nomor 32/PUU-XVI/2018. Perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan 

Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan 

Keahlian DPR RI. RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian materiil UU 7/2016 dalam Perkara Nomor 

32/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Gerakan Poros Maritim (GEOMARITIM). 

 

C. PASAL 37 ayat (3) UU 7/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 

atas Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016 yang berketentuan “Dalam hal impor 

Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman menteri terkait harus 

mendapat rekomendasi dari menteri.”  

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016 dianggap Pemohon bertentangan 

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 

kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

 

 



  
 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 37 ayat (3) UU 7/2016,MK 

memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

1) Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU 

MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal 

standing) serta dikaitkan dengan kerugian konstitusional yang 

dialami oleh Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 

berikut 

 

2) Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai badan hukum berbentuk 

perkumpulan bernama Gerakan Poros Maritim Indonesia (Geomaritim 

Indonesia) yang dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2017 berdasarkan 

Akta Nomor 52 yang dibuat oleh Notaris Rakhmat Mushawwir Rasyidi, 

S.H., M.K.N., dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum 

oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-

0015583.AH.01.07. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan 

Hukum Perkumpulan Badan Gerakan Poros Maritim Indonesia (vide 

bukti P-6) diwakili oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal 

dalam mengajukan permohonan a quo; 

 

3) Bahwa dalam Pasal 8 (Struktur Kepengurusan) Anggaran Dasar 

Geomaritim Indonesia, menyatakan “Dewan Pimpinan Pusat dipimpin 

oleh/dan disebut Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara 

Umum”. Kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Geomaritim 

Indonesia, Bab II Dewan Pimpinan, Pasal 7 ayat (1) huruf f, 

menyatakan “Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan: 1.Ketua Umum 

dan atau Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua 

Kecamatan: ... f. Menandatangani Surat Organisasi ke luar dan ke 

dalam”. (vide bukti P-7); 

 

4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga Perkumpulan Geomaritim Indonesia sebagaimana 

tersebut pada angka 3 di atas, menurut Mahkamah kewenangan yang 

dimiliki oleh Ketua Umum dan atau Ketua Provinsi/Ketua 

Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan, yaitu “Menandatangani 

Surat Organisasi ke luar dan ke dalam” tidak bisa dimaknai sebagai 

orang yang dapat mewakili kepentingan Pemohon untuk bertindak 

baik ke dalam maupun ke luar pengadilan, dalam hal ini ke Mahkamah 

 

 



  
 

sebagai lembaga Peradilan Konstitusi. Selain itu ketentuan Anggaran 

Rumah Tangga tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian karena 

memberikan kewenangan kepada seluruh Dewan Pimpinan 

Perkumpulan Geomaritim Indonesia, baik Ketua Umum dan atau 

Ketua Provinsi/Ketua Kabupaten/Ketua Kota/dan Ketua Kecamatan 

untuk menandatangani surat organisasi baik ke dalam maupun ke 

luar. Pemberian kewenangan kepada seluruh Dewan Pimpinan pada 

setiap tingkatan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 

siapa yang  berhak mewakili atau bertindak hukum baik ke dalam 

maupun ke luar, hanya bersifat administratif bukan secara tegas 

memberikan kewenangan untuk bertindak secara hukum baik di 

dalam maupun di luar pengadilan, termasuk dalam hal ini pengajuan 

permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ke 

Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi dalam Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Geomaritim Indonesia tidak 

menyatakan secara tegas ketentuan mengenai siapa yang berwenang 

mewakili Perkumpulan Geomaritim Indonesia “baik ke dalam maupun 

ke luar pengadilan” apabila terdapat permasalahan hukum yang 

dialami oleh badan hukum perkumpulan dengan menggunakan nama 

Geomaritim Indonesia. 

5) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 4 di atas, 

Mahkamah perlu menegaskan bahwa setiap Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga perkumpulan atau organisasi harus 

menyatakan secara tegas mengenai siapa yang diberikan 

kewenangan dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam 

maupun di luar pengadilan guna memperoleh kepastian hukum. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon 

tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo; 

6) Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Mahkamah tidak 

mendapatkan keyakinan akan adanya kebenaran kerugian 

konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon untuk 

dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah dalam menilai bahwa Pemohon 

mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan 

permohonan a quo. 

 

F. AMAR PUTUSAN 

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, 

MK dalam Amar Putusannya menyatakan “permohonan Pemohon tidak 

dapat diterima” 

 



  
 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat 

serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai 

diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat erga 

omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 

32/PUU-XVI/2018 yang dalam amarnya menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima terhadap Pengujian Pasal 37 ayat (3) UU 

7/2016 mengandung arti bahwa Pasal a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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